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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

“LATAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SE TAN
NOMOR : 332.1/ 252 /Kpts/BF"I'J‘b,J'ZOz.J

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN

Menimbang

Mengingat

v B

O

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

DAN KETERTIBAN TAHUN 2023
BUPATI PESISIR SELATAN.

bahwa untuk menciptakan dan mewujudkan
keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta
untuk melaksanakan dan menegakan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2016 tentang Ketentraman Masyvarakat (ln'n
Ketertiban Umum, perlu dibentuk Satuan Kerja
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan

Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |1
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat 1 Tanjung
Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang  Pembentukan
Otonom Kabupaten di Propinsi Sum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 350. Tambahan Le
Indonesia Nomor 2755);

Daerah
atera Tengah
Tahun 1965
mbaran Negara Repubhk

tentang
gara Republik
Nomor 6. Tambahan
Indonesia Nomor 5494,
_ 23 Tahun 2014 tentang
Pemennf.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Negara Repubiik Indonesia No
sebagaimana telah beberapa

“eraturan Pemenntah
Undang Nomor 2 Tahun

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Ne
indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomaor

maor 5587).
kKali diuhah terakhar

Pengpanti Undang
2022 tentang Cipta Kerja



Menetapkan

KESATU

=]

8.

10.

11.

12.

18:

inilonesia Tahun 2022

(Lembaran Nepara Repulidlik
wra Republik

Nomor 238, Tambahan Lembaran Nep:
Indonesia Nomaor 5079),

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor 292,

Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesiz

Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

hoordinas: hegiatan Instans: Vertikal di Daerah
{Lemabaran Negara Republik indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1),
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5% Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerzh,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
175 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polist Pamong Praja
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan
Ketertiban Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
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Spatan Rega sebagaimana dimakcsud ifntnem Thkitum

f ESATY mernipuasymn s

4, mokakukan  Kajmn  terhadap  permasilaban vang
rimbael akiluet gangeuan Keamanoan, ketenirmmin ehiam
keteriilan e,

by, merumskan  kebrjakan yang alon rlinmhi_! akitu
gangpian  keamanan, - keteniraman dan Ketertiban

TR

i, :::hhuhﬂn peneriiban  dan  peramdnkam terhadap
pirlanggaran peraturan daerah tentang Keteatrunms
mavamkal dan ketertiban wmum,

d. mengamnrkan Barang Buktl dar hesil penindakan
werhadap pelanpenran  dan  mesyemahbon kepachi
Penyvidik Peoasai Negen Sipil [P dan _

¢, mellmpathkan proses  hukum  kepada  Repolisian
dniarn  hal hasil  pemertiban  dan penindakan
ditemulean tindak pdana,

¢ Pelaksanaan kegistan secara teknis admmstens dan

pertanprungawaban kevanpan dilakukon olel Kepala
Satuan Polist Pamang Praja dan Pemadeam Kebakamn
berdasarkan penugasan olch peranghat
darrah fnstansi terkait

- Scgala blaya  vang tmbul  akibat  ditetaphannyn

Keputusan Bupati ini dibebankan pada  Anggaran
Pendapaten dan Belanfn Daerah  Tabun  Angesran
2023, Dokumen Peluksanann Anggamn (DPA] padn
Satuen Folisi Famong Praja dan Pemadam Kebnkaran,

: Reputusan Bupan ini mula) berlaku padn fangg

ditetapkan.

Ditetapkan di Prinan

Pada tanggal 12 Maret 2023
PATI PESISIR SELATAN,

UF-.._




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPAT] PESISIR SE! 4.11‘

NOMOR  332.1/ )52 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 12 MARET 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN. RKETENTRAMAN Dan
RETERTIBAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Satuan Keja Keamanan, hetentraman
Dan Retertiban Tahun 2023

Redudukan Dalam
No Nama/Jabatan/instansi N
1 Bupati Pesisir Selatan Penanggung Jawab
2 Wakil Bupati Pesisir Selatan Penanggung Jawab
_ !S\:Ef:];’ Kepolisian Resor Pesisir Penanggung Jawab
| 4 | Romandan Distrik Militer 0311 Pesisir Penangzung Jawab
| Selatan _ |
| lg:;;::la Kejaksaan Neger: Pesisir Penanggung Jawab
: atan =
6  Ketua Pengadilan Negeri Painan Penanggung Jawab
7 Sekretaris Daerah Waki! Penanggung Jawah
8 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketua
! dan Pemadam Kebakaran - ]
- Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Salstasia
 Praja dan Pemadam Kebakaran Bl i
1o Bepala Bagian Operasional pada - I—_—
____. Kepolisian Resor Pesisir Selatan bl ‘g““‘_':‘___ .
11 Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Sormaseihs
|__ Kepolisian Resor Pesisir Selatan SR
' Kepala  Satuan Samapta pada s
| “ | Kepolisian Resor Pesisir Selatan ! .. EEOR
| 12 | Kepala Satuan Intel pada Kepolisian o
| i _Resor Pesisir Selatan ANggota
I . i
| I\epala Satuan lalu Lintas | pada A '
hepnllsmn Resor Pesisir Selatan _ nggota

1‘5 ' Komandan Pos Polisi Militer Painan Angpota

: ¢ Komandan Pos TNI Angkatan Laut _ N
| Painan ANgeoOta

' Perwira Seksi Intelien pada Komanda

_; Distnk M ik Muliter 0311 1 Pesisir Selatan Anggota
. Komandan Unit pe pada Komando Distnk .
T‘-f_ll_liiggggll_f’emsw Selatan Anggota
19 | Kepala Dinas Pekejaan Umum dan ‘
Penataan an Ruang - Anggota
20 hepala Dinas Per hubune:a_ﬁ_hﬁ_'__rﬁ_'"_ ' = e

21 Kepala Dinas Pariwisata, ke Kepemudaan
dan Olah Raga o _' Anggota
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il PMelavanan Terpudu Sad Pines i
hepadd Diias Perumaban, Kawhsan

s4  Permukmman, Pertananan ilan Anpgota
| fargkanean Hisfup - ==
hepals  Bilang T‘mrgﬂmn Peraturan
" Dacraly pada Samxn el F".'erums, Anggola

___ Praga dan Pomadiam Keluabaran S -
h:pa.'ll Bidang  hetesraman Vmtm. |

nerertiban chan Perirdiicipan
20 Alasvarakat  pada  Satuan Polisd Angama
Pamponig  Praja dan  Pemadam
Kebakaran

L
e

I-.rpaln Selist Perumdang-Undaness
27 pada Satuan Polisd Pamong Pmia den Arggota

Pemadam h:-hm..nmn B = ==

Kepata Scksi qu-gakan Perundang- .
1# Undmngan pada Satuan Folind Pamong Angeota
_Praja dan Pernadam hebakaran
hepala Soksl ﬂpﬂ‘.ﬁmﬂnm. |
P Pengendalian dan Pengamatan Oljek |
Vital padn Satuan Polisi Pamong 'F'mjn Afiggota
__uan Pemadam kKebakamn '

~ Edison, S.H | '

I,F::rhw:ang Perundang - Undangan :
*U Muda peds Satuan Polisi Fum:rm. Anggata

| Praja dun Pemaslam Kehakaran] ——




